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Book Review

Islam Indonesia dan Demokratisasi:
Dari Transisi ke Konsolidasi
 

Testriono

Mirjam Kunkler and Alfred Stepan (eds). 2013. Democracy and Islam in 
Indonesia. New York: Columbia University Press. xv + 252pp. 
Donald L. Horowitz. 2013. Constitutional Change and Democracy in 
Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press. xviii + 326pp. 

Abstract: e two reviewed books provide explanations for the success of Indonesia’s 
democratization. Kunkler and Stepan’s (2013) edited volume, Democracy and Islam 
in Indonesia, emphasizes the political actors (agency) in explaining democratization in 
Indonesia. Meanwhile, Horowitz’s (2013) Constitutional Change and Democracy 
in Indonesia focuses on institutions and the strategies of institutional reform chosen by 
political actors during democratization. Both works provide careful evaluation on the 
relatively stable development of Indonesian democracy. Examining the social, political, 
and institutional foundations that facilitate the consolidation of Indonesia’s democracy, 
the two works analyze why and how the democratic transition in Indonesia proceeded 
to a consolidation stage. Different form Kunkler and Stepan’s edited volume, which 
evaluates the state of Indonesian democracy by refererring to the criteria offered by 
democratic consolidation framework, Horowitz’s work moves farther revealing why the 
democratic processes have occurred in the sequence and manner that they did.

Keywords: Indonesia, democratization, Islam, Democratic Consolida-
tion, Constitutional Reform.
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Abstrak: Dua karya yang dibahas dalam ulasan buku ini menyajikan argumen 
di balik keberhasilan demokratisasi di Indonesia. Buku kumpulan artikel yang 
disunting oleh Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan (2013), Democracy and Islam in 
Indonesia, menekankan pada pentingnya aspek aktor dalam menopang keberhasilan 
proses demokratisasi di Indonesia. Adapun karya Donald L. Horowitz (2013), 
Constitutional Change and Democracy in Indonesia, menunjuk keberhasilan 
itu pada lembaga dan strategi perubahan kelembagaan yang dipilih aktor dalam 
proses demokratisasi. Dua buku tersebut memberikan penjelasan atas perkembangan 
demokrasi Indonesia yang relatif ajek. Menyajikan analisis terhadap dasar sosial, 
politik, dan kelembagaan yang menopang konsolidasi demokrasi di Indonesia, kedua 
buku itu berupaya menjelaskan mengapa dan bagaimana peralihan demokrasi di 
Indonesia maju ke tahap konsolidasi. Berbeda dengan Kunkler dan Stepan yang 
memberikan penilaian atas perkembangan demokrasi itu dengan merujuk pada 
ukuran-ukuran dari konsolidasi demokrasi, Horowitz bergerak lebih jauh dengan 
mengungkapkan mengapa proses demokrasi berlangsung seperti yang terjadi saat ini.

Kata kunci: Indonesia, Demokratisasi, Islam, Konsolidasi Demokrasi, 
Pembaharuan Konstitusi. 

نجاح  وراء  الكامنة  الحجة  يعرضان  المراجعة  تناولهما في هذه  يتم  كتابان  الملخص: 
مريم  بتحريرها  قامت  مقالات  مجموعة  هو  الذي  الكتاب  باندونيسيا.  الديموقراطية 
كونكلير وألفريد ستيفان Mirjam Kunkler and Alfred Stepan (2013) وهو بعنون 
Democracy and Islam in Indonesia يركز على أهمية جانب الفاعلة في دفع نجاح 
 Donald L. Horowitz العملية الديموقراطية باندونيسيا. وأما مؤلف دونالد ل. هورويتز
 Constitutional Change and Democracy in Indonesia بعنوان  وهو   (2013)
فيشير إلى ذلك النجاح في المؤسسة واستراتيجية تغيير المؤسسة التي تم اختيارها لتكون 
الفاعلة في العملية الديموقراطية التي تتمتع بالثبات نسبيا باندونيسيا. وفي محاولة لتقديم 
تحليل حول الأسس الاجتماعية، والسياسية، والمؤسساتية التي تساند ترسيخ الديموقراطية 
باندونيسيا، يعلل الكتابان لماذا وكيف كان التحول الديموقراطي باندونيسيا يتقدم إلى 
مرحلة التقوية. وخلافا لكل من كونكلير وستيفان اللذان قدما تعليلا على تطور تلك 
الديموقراطية بالاشارة إلى مقاييس تقوية الديموقراطية، كان هورويتز يتحرك إلى أبعد مدى 

بالكشف عن لماذا كان التحول الديموقراطي يسير كما هو الواقع في الوقت الراهن. 

الديموقراطية،  ترسيخ  الاسلام،  الديموقراطية،  اندونيسيا،  المفتاحية:  الكلمات 
الاصلاحات التشريعية.
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Memulai peralihan ke demokrasi pada 1998, Indonesia 
menjadi contoh kisah keberhasilan demokratisasi setelah 
sebelumnya mengalami otoritarianisme di bawah rezim 

Soeharto (Orde Baru) selama lebih dari tiga dekade. Bahkan, beberapa 
pengamat dan pemimpin dunia menyatakan Indonesia menjadi model 
bagi demokrasi sekuler di negara Muslim—berpenduduk Muslim 
lebih dari lima puluh persen—di mana dari total 49 negara Muslim 
itu, Indonesia adalah satu dari sedikit negara Muslim yang tergolong 
demokratis. Secara umum, catat Lussier dan Fish (2012), sejak jatuhnya 
Soeharto, Indonesia mengalami sejumlah kemajuan: terselenggaranya 
pemilu multipartai yang bebas dan berkala, otoritas politik yang 
didesentralisasi lewat otonomi daerah, kebebasan sipil yang terus 
membaik, dan peran politik militer yang telah menyusut.

Meski demikian, dengan meletakkan pengalaman demokrasi 
Indonesia dalam analisis perbandingan, sejumlah pertanyaan perlu 
diajukan: mengapa Indonesia berhasil melakukan proses demokratisasi 
dibandingkan negeri-negeri Muslim lain, khususnya di Timur Tengah 
dan Afrika Utara, yang masih dalam belenggu pemerintahan otoriter? 
Mengapa demokrasi di Indonesia dapat bertahan tanpa disela oleh 
kudeta militer atau konìik elite yang berujung runtuhnya demokrasi? 
Apakah Indonesia menawarkan contoh bagi demokratisasi di negara-
negara Muslim lain, atau apakah ia hanya kasus unik?

Dua karya yang dibahas dalam ulasan buku ini menyajikan 
sejumlah argumen di balik keberhasilan demokratisasi di Indonesia. 
Buku kumpulan artikel yang disunting oleh Mirjam Kunkler dan 
Alfred Stepan (2013), “Democracy and Islam in Indonesia”, menekankan 
pada pentingnya aspek aktor (agency) dalam menunjang keberhasilan 
proses demokratisasi di Indonesia. Adapun karya Donald L. Horowitz 
(2013), “Constitutional Change and Democracy in Indonesia”, menunjuk 
keberhasilan itu pada pola-pola pembaharuan lembaga dan strategi 
perubahan kelembagaan yang dipilih aktor dalam proses demokratisasi. 
Dua buku tersebut memberikan penjelasan atas perkembangan 
demokrasi Indonesia yang relatif ajek. Mereka menyajikan analisis 
terhadap landasan sosial, politik, dan kelembagaan yang menopang 
penguatan demokrasi di Indonesia.

Fakta tentang sedikitnya negara berpenduduk mayoritas Muslim 
yang benar-benar demokratis memang telah mendorong para sarjana 
untuk menyimpulkan ketidakcocokan Islam dan demokrasi. Mereka 
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melihat akar ketiadaan demokrasi itu pada kuatnya budaya intoleransi 
dan kekerasan dalam Islam (Huntington 1984, 1996) dan lemahnya 
civic culture dalam budaya politik Islam (Kedourie 1994, 5–6). 
Namun, argumen-argumen esensialis itu telah berulang kali dibantah, 
khususnya lewat analisis perbandingan yang menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara keislaman dan sikap terhadap demokrasi 
(Fish 2002; Tessler 2002).

Pengalaman demokrasi Indonesia menjadi bukti kuat yang 
menyanggah tesis “benturan peradaban” itu sekaligus meneguhkan 
argumen kompatibilitas Islam dan demokrasi (Hefner 2000; Mujani 
2007). Para sarjana menunjuk faktor-faktor yang menentukan 
keberhasilan demokratisasi di Indonesia itu pada suburnya kehidupan 
bersyarikat dan keterlibatan politik di kalangan masyarakat Muslim 
Indonesia, berkembangnya masyarakat sipil Islam yang humanis, 
serta peran pemimpin Muslim Indonesia lewat aktivisme dalam 
organisasi massa, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam 
mempengaruhi perubahan rezim (Hefner 2000; Künkler dan Leininger 
2009; Lussier dan Fish 2012). Selain itu, Indonesia adalah contoh terbaik 
dari berkembangnya model “toleransi kembar,” yaitu pemisahan yang 
bersahabat antara “gereja dan negara,” di mana terdapat saling toleransi 
antara agama dan negara demokratis (Stepan 2007, 222; 2011, 116). 
Kedua buku dalam ulasan ini melengkapi analisis itu dengan menyajikan 
analisis bagaimana massa, elit, dan lembaga politik di Indonesia secara 
bersamaan memberikan sumbangsih bagi terbentuknya dasar struktural 
dan institusional bagi demokratisasi di Indonesia.

Dukungan terhadap Demokrasi

Dalam kata pengantar untuk buku yang disuntingnya, Kunkler dan 
Stepan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi, 
dengan merujuk pada kerangka teori konsolidasi demokrasi yang 
diajukan oleh Linz dan Stepan (1996). Dalam menjelaskan transisi 
demokrasi, Linz dan Stepan memberikan penekanan pada unsur-
unsur dalam apa yang mereka sebut sebagai konsolidasi demokrasi, 
yaitu situasi politik di mana demokrasi menjadi satu-satunya aturan 
permainan (Künkler dan Stepan 2013, 5; Linz dan Stepan 1996, 5). 

Linz dan Stepan mengajukan tiga syarat bagi suatu negara demokratis 
untuk dapat disebut sebagai telah terkonsolidasi. Pertama, dalam tataran 
perilaku, rezim demokrasi telah terkonsolidasi ketika para aktor politik 
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terikat mencapai tujuan dan kepentingan mereka melalui mekanisme 
yang demokratis dan menolak menggunakan cara-cara kekerasan 
dan tidak-demokratis. Kedua, dalam tataran sikap, rezim menjadi 
terkonsolidasi ketika mayoritas warga percaya bahwa prosedur dan 
lembaga demokrasi adalah cara yang paling tepat untuk memerintah 
dan ada penolakan luas terhadap alternatif anti-sistem. Ketiga, dalam 
tataran konstitusional, rezim demokrasi dikatakan terkonsolidasi ketika 
kekuatan-kekuatan pemerintah dan non-pemerintah tunduk pada 
prosedur, hukum, dan undang-undang yang dihasilkan oleh proses 
demokrasi (Linz dan Stepan 1996, 5–6).

Oleh karena itu, pada dasarnya, konsolidasi demokrasi mencakup 
proses “pembiasaan” (habituation)—sebuah istilah yang diperkenalkan 
oleh Rustow (1970), di mana norma-norma, prosedur, dan perilaku 
demokrasi terinternalisasi baik di tingkat elit dan massa. Singkatnya, 
Diamond (1999) menegaskan, konsolidasi demokrasi mengharuskan 
adanya perubahan dalam budaya politik (Diamond 1999, 65). Artikel-
artikel yang disajikan dalam buku yang disunting oleh Kunkler dan 
Stepan ini memperlihatkan pergeseran budaya politik di Indonesia ke 
arah yang lebih demokratis dengan mengacu pada kerangka teori yang 
dirumuskan oleh Linz dan Stepan tersebut. Karena itu, artikel-artikel 
dalam buku ini diorganisasi berdasarkan ketiga elemen dalam konsolidasi 
demokrasi di atas yang meliputi perilaku, sikap, dan konstitusi. 

Artikel Liddle dan Mujani (“Indonesian Democracy: From 
Transition to Consolidation”) yang juga jadi salah satu pengantar buku 
ini, menyimpulkan bahwa transisi demokrasi Indonesia, yang dimulai 
pada tahun 1998, telah selesai pada tahun 2004 dan sejak itu demokrasi 
Indonesia telah terkonsolidasi. Dalam hal perilaku, Liddle dan Mujani 
menunjukkan fakta bahwa militer kini telah didorong ke barak dan 
hak-hak istimewanya, yang mereka nikmati selama rezim Orde Baru, 
telah sangat berkurang. Sementara itu, setelah konìik separatis di Aceh 
terselesaikan, satu-satunya potensi ancaman berasal dari gerakan Islam 
yang mengusung agenda negara Islam. Dalam kaitan dengan dimensi 
sikap, survei oleh Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan peningkatan 
dukungan untuk demokrasi, yang naik terus dari 68 persen pada tahun 
1999 menjadi 83 persen pada tahun 2007 dengan sedikit menurun 
menjadi 79 persen pada tahun 2008. Terkait dimensi konstitusi, jumlah 
konìik kekerasan menurun secara dramatis, yang jauh lebih rendah dari 
pada awal transisi demokrasi pada tahun 1998, sebagaimana dicatat oleh 
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surat kabar tempatan dan nasional. Ini menegaskan bahwa kekuatan-
kekuatan pemerintah dan bukan-pemerintah di negara ini beriktikad 
untuk menyelesaikan konìik dengan cara-cara yang demokratis (Liddle 
dan Mujani, 2013: 29-30).

Dalam hal dimensi sikap, artikel-artikel yang masing-masing ditulis 
oleh Kunkler (“How Pluralist Democracy Became the Consensual 
Discourse Among Secular and Nonsecular Muslims in Indonesia”) 
dan Magnis-Suseno (“Christian and Muslim Minorities in Indonesia: 
State Policies and Majority Islamic Organizations”) mengungkap 
fakta-fakta telah berkembangnya kesepakatan demokratis di antara 
aktor-aktor politik dan agama maupun publik pada umumnya. Meski 
kecenderungan intoleransi dari beberapa kelompok Islam radikal masih 
ada, namun itu di luar arus utama dan tidak sampai meruntuhkan 
konsensus demokratis yang telah terjalin. Terkait perilaku, artikel-
artikel yang masing-masing ditulis oleh Mietzner (“Veto Players 
No More? e Declining Political Inìuence of the Military in 
Postauthoritarian Indonesia”), Jones (“Indonesian Government 
Approaches to Radical Islam Since 1998”), dan Aspinall (“How 
Indonesian Survived: Comparative Perspectives in State Disintegration 
and Democratic Integration”) menunjukkan tidak adanya kelompok 
politik yang secara signiëkan mengancam untuk menggulingkan 
demokrasi. Militer, Islamis radikal, dan kelompok separatis teritorial, 
adalah di antara kelompok yang dapat menjadi ancaman utama bagi 
demokrasi Indonesia. Namun, demokrasi Indonesia menunjukkan 
beberapa kemajuan dalam pengaturan lembaga politik dan pembuatan 
kebijakan yang dapat mengatasi potensi bahaya dari ancaman tersebut. 
Demikian pula dalam hal konstitusi, artikel-artikel yang masing-masing 
ditulis oleh Bowen (“Contours of Sharia in Indonesia”), Lindsey dan 
Butt (“Unënished Business: Law Reform, Governance, and the Courts 
in Post-Suharto Indonesia”) menunjukkan keteguhan sikap kalangan 
elit politik Indonesia terhadap proses konstitusional dan demokratis. 
Kedua lembaga hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah 
Agung (MA), menjadi arena untuk menyelesaikan konìik politik dan 
kontroversi, termasuk pelaksanaan hukum berdasarkan syariah yang 
bertentangan dengan konstitusi dan membatasi kebebasan sipil.

Bukti bahwa demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi tak bisa 
dimungkiri. Budaya politik yang demokratis telah berkembang dalam 
lima wilayah — seperti yang dipersyaratkan oleh kerangka teoritis Linz 



Islam Indonesia dan Demokratisasi   569

DOI: 10.15408/sdi.v22i3.2411Studia Islamika, Vol. 22, No. 3, 2015

dan Stepan — untuk mengevaluasi konsolidasi demokrasi: masyarakat 
sipil, masyarakat politik, penegakan hukum, aparatur negara, dan 
masyarakat ekonomi. Dalam beberapa hal, konsep ini memiliki 
kesamaan dengan “indikator konsolidasi demokrasi” yang diajukan 
Diamond, yang meliputi dua dimensi (norma dan perilaku) pada 
tiga tingkatan: elit (pengambil keputusan di tingkat atas, pemimpin 
organisasi, aktivis politik, dan pembentuk opini), menengah (partai, 
organisasi, dan gerakan), dan massa (mayoritas warga) (Diamond 
1999, 69). Agaknya, jika indikator yang ditawarkan Diamond itu 
coba diterapkan untuk kasus Indonesia, di samping teori Linz dan 
Stepan, tetap akan terlihat bahwa Indonesia telah memenuhi ukuran 
konsolidasi demokrasi sesuai dengan indikator di atas.

Secara keseluruhan, buku kumpulan tulisan ini secara jelas 
menunjukkan dan menegaskan temuan kajian-kajian sebelumnya 
bahwa Islam di Indonesia bukanlah penghalang untuk demokrasi. 
Sebaliknya, ia membuktikan bahwa Islam Indonesia cocok dengan 
dan mendukung demokrasi. Namun demikian, di samping pentingnya 
potret empiris itu, buku ini tidak menelusuri lebih jauh penyebab 
mengapa umat Islam Indonesia lebih mudah beradaptasi dan 
menerima demokrasi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, 
terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara yang umumnya masih di 
bawah kediktatoran. Perlu juga dipertanyakan mengapa konsolidasi 
demokrasi Indonesia relatif berjalan lancar, meski terdapat beberapa 
kelompok Islam yang memposisikan diri mereka sebagai musuh dari 
dalam dengan mengusung dan memperjuangkan negara Islam. 

Kegagalan Masa Lalu dan Pilihan Kelembagaan

Berbeda dengan buku yang disunting Kunkler dan Stepan yang lebih 
menekankan dimensi aktor bagi ketahanan demokrasi di Indonesia, 
buku Horowitz mengajukan analisis yang menunjuk pentingnya 
lembaga dan bagaimana keputusan-keputusan para elit dibentuk 
dalam jalur-jalur kelembagaan yang telah dipilih sebelumnya. Karya 
Horowitz mengungkap beberapa karakter utama yang mempercepat 
reformasi demokrasi di Indonesia: dominasi orang dalam, pemilu 
sebelum perubahan konstitusional sebagai urutan reformasi, dan 
strategi bertahap yang dipilih para politisi. 

Pertama, baik para pemimpin oposisi maupun para pemimpin yang 
pernah berperan aktif di masa rezim otoriter turut serta dalam lembaga 
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legislatif setelah pemilu, di mana mereka mengupayakan perubahan 
konstitusi secara radikal dengan terus berkonsultasi dengan organisasi-
organisasi masyarakat sipil. Mereka menghindari memberi wewenang ke 
institusi tertentu untuk melakukan reformasi politik. Hal ini membuat 
reformasi konstitusi benar-benar merupakan produk para politisi atau 
pekerjaan orang dalam. Selain itu, tidak adanya oposisi yang kuat, yang 
memiliki posisi yang mumpuni dan aman dalam menghadapi rezim 
otoriter Soeharto, telah mendorong para pendukung gerakan Reformasi 
untuk segera melakukan pemilihan umum ketika Soeharto jatuh. Cara 
ini memberi legitimasi yang kuat untuk reformasi konstitusional yang 
berlangsung kemudian (Horowitz 2013, 1–2). 

Jalur atau metode yang dipilih para elit itu telah membuat 
pemerintahan relatif terawasi selama masa peralihan dan relatif mampu 
menghindari begitu banyak kekerasan. Horowitz melihat jalur reformasi 
kelembagaan dan pembaruan konstituti pasca-Orde Baru dipengaruhi 
oleh warisan sosial politik dan pilihan yang mengikutinya. Struktur 
cleavage di mana perbedaan etnis, agama, dan budaya begitu kuat 
merupakan warisan sosial yang telah mendorong munculnya sistem 
kepartaian yang terfragmentasi. Hal itu mendorong para aktor politik 
pasca-Reformasi mempertimbangkan untuk merumuskan sistem 
kepartaian dan pemilu yang lebih akomodatif terhadap perbedaan 
tersebut, namun pada saat yang sama pemerintah yang dihasilkan dapat 
menyatukan perbedaan tersebut dalam koalisi nasional yang melampau 
sekat-sekat primordialisme. 

Horowitz berpendapat, pilihan-pilihan lembaga yang dipilih oleh 
para pengambil kebijakan di Indonesia berakar pada penilaian mereka 
yang dipengaruhi secara mendalam oleh pemahaman mereka terhadap 
sejarah politik Indonesia bersama-sama dengan tantangan-tantangan 
yang mereka hadapi, dan hasrat untuk memperoleh keuntungan bagi 
diri dan partai mereka. Lebih jauh, Horowitz menegaskan bahwa 
“pengalaman” kegagalan-kegagalan di masa lalu dalam menjaga 
demokrasi telah menciptakan keadaan bagi pendekatan-pendekatan 
demokratisasi di masa berikutnya” (Horowitz 2013, 262). Pengalaman 
kegagalan masa lalu, seperti gagalnya reformasi konstitusi pada tahun 
1950-an digabungkan dengan kebuntuan legislatif yang mengakibatkan 
munculnya kediktatoran Orde Lama, telah menyebabkan para 
elite politik untuk menghindari kebuntuan politik dalam proses 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, strategi bertahap menjadi 
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pilihan yang paling masuk akal. Strategi bertahap terjadi, terutama, 
dalam proses amandemen konstitusi yang dilakukan beberapa tahap 
dengan mengutamakan konsensus untuk menghindari kebuntuan 
(Horowitz 2013). 

Contoh lain bahwa pilihan para elit dipengaruhi oleh preseden 
adalah terkait sistem pemilu legislatif. Elit Indonesia khawatir bahwa 
sistem partai yang terbelah akan mengakibatkan perpecahan baik 
etnis, agama, maupun budaya di masyarakat. Oleh karena itu, dalam 
pembahasan tentang sistem pemilu, usulan untuk menggunakan 
sistem pluralitas ditolak oleh mayoritas elit, sementara sistem 
perwakilan proporsional menjadi pilihan utama yang dianggap paling 
menguntungkan. Penggunaan sistem pluralitas, atau sering disebut 
“pemenang mengambil semua”, hanya akan menguntungkan Golkar, 
partai rezim Soeharto, dan berpotensi mempertajam konìik politik di 
masa peralihan itu. Sedangkan sistem perwakilan proporsional akan 
memberikan keuntungan kepada partai-partai baru yang didirikan 
selama masa peralihan untuk mendapatkan kursi di legislatif. Selain 
itu, para elit politik saat itu menilai sistem perwakilan proporsional 
lebih cocok dengan ciri kemajemukan masyarakat Indonesia. Contoh 
ini adalah salah satu bukti bahwa pilihan reformasi konstitusional 
selama peralihan demokrasi dipengaruhi oleh kegagalan elit-elit politik 
di masa lalu. Pada gilirannya, pilihan-pilihan tersebut justru membuat 
demokratisasi Indonesia mampu bertahan dan berkelanjutan.

Tentu saja, pilihan-pilihan yang dipilih para pengambil kebijakan 
itu memiliki akibat lebih lanjut. Pendekatan bertahap dalam 
membangun demokrasi konstitusional juga memiliki dampak-dampak 
sampingannya. Salah satu contoh yang bisa disebut adalah suburnya 
gerakan-gerakan Islamis yang merupakan harga yang harus dibayar 
oleh reformasi bertahap. Menurut Horowitz, penerapan hukum 
berdasarkan syariah di tingkat lokal, seperti aturan tentang berbusana 
Islami di kantor-kantor pemerintah, adalah contoh yang menonjol 
dari pengutamaan konsensus untuk menghindari kebuntuan yang 
merupakan karakter dari pendekatan bertahap tersebut. Penerapan 
peraturan berdasarkan syariah memiliki efek bola salju, di mana 
peraturan berdasarkan syariah dilaksanakan oleh setidaknya 86 
kabupaten di 15 provinsi. Horowitz berpendapat bahwa itu juga 
merupakan akibat dari desentralisasi yang dilaksanakan sejak tahun 
1999, yang memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi luas 
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termasuk memberlakukan peraturan mereka sendiri serta melakukan 
pemilihan kepala pemerintahan daerah — gubernur, bupati, dan 
walikota. Pengaturan kelembagaan itu memberikan kesempatan bagi 
politisi lokal untuk mengeluarkan peraturan yang berdasarkan norma-
norma Islam (Horowitz 2013, 127; 131–133). 

Konsolidasi Demokrasi versus Mutu Demokrasi

Kedua buku dalam ulasan ini menyajikan potret perkembangan 
demokrasi Indonesia dengan cara yang berbeda. Kunkler dan Stepan 
lebih menekankan pada tumbuhnya budaya demokrasi di kalangan 
elite politik dan masyarakat, sementara Horowitz berfokus pada 
reformasi kelembagaan dan pilihan-pilihan kelembagaan oleh elit 
politik selama demokratisasi. Singkatnya, kedua buku itu menyediakan 
penjelasan mengapa dan bagaimana transisi demokrasi di Indonesia 
maju ke tahap konsolidasi. Berbeda dengan Kunkler dan Stepan yang 
memberikan evaluasi perkembangan demokrasi itu dengan merujuk 
pada ukuran-ukuran dari konsolidasi demokrasi, Horowitz bergerak 
lebih jauh dengan mengungkapkan mengapa proses demokrasi terjadi 
dalam urutan dan cara seperti saat ini (Horowitz 2013, 31). Pendeknya, 
dengan menganalisis akar-akar institutusional, Horowitz menelusuri 
bagaimana sebuah pilihan kelembagaan itu dibentuk. Dalam hal ini, 
ia menganalisis peristiwa-peristiwa politik dalam suatu konteks sejarah 
tertentu, berikut kelanjutan dan transformasinya, dan bagaimana 
aktor membuat pilihan strategis sebagai tanggapan terhadap saat-saat 
bersejarah tersebut.

Jika mengacu pada tiga kategorisasi — telah terkonsolidasi, 
masih dalam tahap artiësial, mengalami kemajuan tapi mengandung 
sejumlah kekurangan — yang dibuat oleh Aspinall dan Mietzner 
(2010: 1-2) dalam mengevaluasi demokratisasi di Indonesia, kedua 
buku dalam ulasan ini bersimpangan jalan. Buku yang disunting oleh 
Kunkler dan Stepan mewakili perspektif yang berpandangan bahwa 
Indonesia telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi, khususnya 
dari sudut pandang perbandingan. Indonesia berhasil menghindari 
ancaman perpecahan seperti yang dialami oleh Uni Soviet dan 
Yugoslavia. Bahkan, lembaga-lembaga internasional seperti Freedom 
House mengakui berfungsinya demokrasi elektoral di Indonesia. 
Karya Horowitz mewakili pandangan yang berupaya berada pada 
posisi tengah: sembari menekankan bahwa Indonesia mengalami 
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kemajuan demokratis yang berarti, namun ia tetap dihinggapi oleh 
sejumlah masalah struktural, khususnya terkait korupsi dan penegakan 
hukum. Horowitz berpendapat bahwa akar dari rendahnya mutu 
demokrasi Indonesia itu bersumber pada kebertahapan yang menjadi 
corak pembentukan demokrasi konstitutusional pasca-Reformasi. 
Perubahan-perubahan yang bertahap tersebut tidak melepaskan diri 
dari orang-orang atau praktik-praktik rezim sebelumnya, sehingga hal-
hal seperti bisnis militer, korupsi, penegakan hukum, dan toleransi 
etnis dan keagamaan, masih menjadi persoalan.

Lebih jauh, kedua karya dalam ulasan ini tidak secara khusus 
menganalisis mutu demokrasi Indonesia, sebab memang ini topik yang 
berbeda dengan konsolidasi demokrasi. Linz dan Stepan berpendapat 
bahwa konsolidasi tidak sama dengan demokrasi bermutu tinggi, 
yang menurut Altman dan Linan (2002) memerlukan tiga komponen 
efektivitas: hak-hak sipil, partisipasi, dan kompetisi. Linz dan Stepan 
berpendapat bahwa mutu kehidupan masyarakat adalah bukan 
pantulan dari demokratis atau tidak demokratis suatu rezim, tetapi 
merupakan mutu dari sejumlah lembaga publik seperti pengadilan, 
bank pusat, polisi, dan angkatan bersenjata (Linz dan Stepan 1996, 
30). Namun, di situlah kritik O’Donnell (2001) terhadap kerangka 
analisis konsolidasi demokrasi, seperti yang ditawarkan oleh karya yang 
disunting oleh Kunkler dan Stepan misalnya. Bagi O’Donnell, deënisi 
yang ada terkait konsolidasi demokrasi cenderung deskriptif, yaitu ia 
hanya menggambarkan fakta bahwa demokrasi telah dikonsolidasikan, 
namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana demokrasi itu 
dapat dikonsolidasikan. Pada dasarnya, menurut O’Donnell, selama 
demokrasi telah melembagakan pemilu dan memenuhi karakteristik 
tertentu, ia akan bisa digolongkan terkonsolidasi dan bertahan 
(O’Donnell 2001, 118). Namun, pertanyaan apakah demokrasi benar-
benar bergerak maju dari demokrasi elektoral menuju demokrasi 
bermutu tinggi sering diabaikan. Pada taraf inilah, studi Horowitz yang 
bertumpu pada analisis perkembangan dan reformasi kelembagaan 
memberi tempat pada tilikan mutu demokrasi Indonesia, sesuatu 
yang kurang tampak pada karya yang diedit oleh Kunkler dan Stepan. 
Horowitz membahas mutu demokrasi Indonesia itu pada satu dari 
delapan bab dalam bukunya itu.

Terakhir, kedua karya dalam ulasan ini tidak mencoba melakukan 
analisis perbandingan, khususnya dengan negara-negara demokrasi 
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Muslim lainnya. Memang, di antara negara-negara demokrasi Muslim, 
Indonesia, yang berhasil mempertahankan demokrasi, bukan fenomena 
satu-satunya. Namun, kedua karya itu tidak menyediakan jawaban 
yang memadai mengapa umat Islam Indonesia lebih mudah menerima 
demokrasi dan mempertahankannya dibandingkan dengan Muslim 
di Timur Tengah dan Afrika Utara yang umumnya masih di bawah 
kediktatoran. Oleh karena itu, analisis perbandingan, khususnya 
terhadap negara yang memiliki ciri yang relatif sama dengan Indonesia 
akan lebih memberikan sumbangsih ilmiah bagi kajian demokratisasi. 
Penelitian masa depan perlu diarahkan ke sana, khususnya untuk 
melihat sejauh mana temuan-temuan dalam kasus Indonesia ini relevan 
untuk melihat kasus-kasus di negara lain, juga untuk menghindari 
anggapan bahwa Indonesia hanyalah sebuah pengecualian atau kasus 
yang unik.
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 .(DOI) ا مرقمة حسب معرّف الوثيقة الرقميةفإن جميع المقالات التي نشر
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